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KATA   PENGANTAR 
 
Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) memerlukan 
kesinambungan dan keselarasan statistik yang akan memudahkan para pengguna 
data memahami perstatistikan nasional.  Banyak pengguna data yang akan mudah 
menelusuri perubahan konsep/definisi, metodologi, dan cakupan kegiatan statistik.  
Hal tersebut secara tertuang dalam Undang-undang No 16 Tahun 1997 tentang 
Statistik.   
Undang-undang Statistik memberikan amanat kepada Badan Pusat Statistik 
(BPS) untuk melakukan fungsi koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik di 
Indonesia.  Fungsi ini mengharuskan BPS melakukan pengelolaan metadata kegiatan 
statistik di Indonesia, baik statistik yang dikelola pemerintah maupun 
swasta/perorangan.  Dalam pengelolaan tersebut diperlukan adanya pedoman 
operasional bagi pelaksana ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. 
Sebagaimana panduan operasional sebelumnya, panduan operasional ini 
berisikan dasar-dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolan 
metadata kegiatan statistik, yang sekaligus merupakan revisi atau perbaikan dari 
pedoman-pedoman sebelumnya.  Akhirnya, buku panduan operasional diharapkan 
dapat bermanfaat bagi penyelenggara maupun pengguna data.   
 
 
 
Jakarta, Desember 2009 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Undang-Undang (UU) No 16 Tahun 1997 tentang Statistik menekankan bahwa 
Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang diberi tugas dan tanggung 
jawab terhadap penyelenggaraan statistik di Indonesia.  Tugas dan tanggung jawab 
yang dimiliki oleh BPS ini bukan hanya sebagai penyedia informasi atau data melalui 
kegiatan sensus maupun survei, melainkan juga sebagai koordinator kegiatan 
perstatistikan di Indonesia.  Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS memiliki fungsi 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS). Koordinasi dan kerja sama 
penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah dan 
masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah dilaksanakan atas dasar kemitraan 
dengan tetap mengantisipasi perkembangan teknologi. 
Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Statistik. Sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah tersebut, petunjuk teknis 
diatur dengan menggunakan keputusan kepala (Kepka) dan Peraturan Kepala (Perka) 
BPS.  Pada tahun 2000, BPS menerbitkan empat Kepka yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan statistik nasional dan tahun 2009 kembali BPS menerbitkan satu 
peraturan kepala. Peraturan yang disusun tersebut menjadi dasar terciptanya sistem 
statistik nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 16 tahun 1997 pasal 17 
ayat 2.   
Tuntutan transparansi dan keterbukaan lembaga publik tampaknya terus 
berlanjut dalam era reformasi.  Kegiatan statistik yang dibiayai oleh dana masyarakat 
makin dirasa perlu untuk disebarluaskan kepada masyarakat.  Dengan didukung 
perkembangan teknologi informasi, BPS membangun sebuah sistem informasi yang 
disebut dengan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa). Sistem tersebut 
diharapkan dapat menjembatani antara penyelenggara kegiatan statistik dengan 
pengguna data statistik. 
Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa) berisi metadata kegiatan statistik.  
Berdasarkan metadata yang ada, diharapkan user akan semakin mudah melakukan 
penelusuran informasi kegiatan statistik yang ada diberbagai lembaga, baik 
pemerintah maupun non-pemerintah.  Informasi tersebut dapat mencakup indikator, 
contact person, muatan yang ada, metodologi, dan juga jangka waktu pelaksanaan. 
Pedoman pengoperasian SiRusa dapat diunduh langsung melalui website 
http://sirusa.bps.go.id. 
 
1.2 Pengelompokan Kegiatan 
UU nomor 16 tahun 1997, pasal 5, membagi kegiatan statistik di Indonesia 
menjadi tiga jenis yaitu kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus.  Pembagian ini 
dapat didasarkan pada tujuan pemanfaatannya. Statistik dasar dan sektoral 
pemanfaatannya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  Sementara itu, statistik khusus pemanfaatannya 
tidak terbuka, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui 
dan memanfaatkannya. 
Ketiga jenis statistik tersebut juga dapat dikenali berdasarkan penyelenggara 
kegiatan statistik.  Statistik dasar diselenggarakan oleh BPS.  Statistik sektoral oleh 
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instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun 
bersama-sama dengan BPS.  Sementara itu, statistik khusus diselenggarakan oleh 
masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya 
secara mandiri maupun bersama-sama dengan BPS. 
 
1.3 Kegiatan Statistik dan Otonomi Daerah 
Kegiatan statistik merupakan urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah.  Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pasal 6 dan 7.  Dengan 
demikian, kegiatan statistik tidak hanya terbatas pada instansi vertikal, tetapi juga 
melibatkan instansi otonom.  Implikasi dari peraturan tersebut maka BPS Provinsi 
maupun BPS Kabupaten/Kota tetap berkewajiban melakukan fungsi sebagai 
koordinator kegiatan statistik.   
Dalam penyelenggaraan fungsi koordinator tersebut perlu melakukan 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi.  Penyelenggaraan kegiatan 
statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala 
Badan Pusat Statistik No. 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral 
oleh Pemerintah Daerah.  Peraturan tersebut menjelaskan Norma, Standar, Prosedur, 
dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. 
Peraturan tersebut juga merupakan implementasi dari PP No. 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pasal 9 ayat 1. 
 
1.4 Dasar Hukum 
Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan metadata kegiatan statistik 
didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undngan yang berlaku yaitu: 
 
a) Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 
b) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 
c) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
d) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 5 tahun 2000 tentang Sistem 
Statistik Nasional 
e) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 6 tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Statistik Dasar. 
f) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral 
g) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 8 tahun 2000 tentang Tata Cara  
Pemberitahuan Sinopsis Statistik Khusus 
h) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah 
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1.5 Istilah Teknis 
Dalam panduan operasional ini terdapat beberapa istilah yang dianggap perlu 
untuk dijelaskan. 
 
1. Metadata: keterangan tentang data atau informasi.   
2. Statistik Dasar: statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang 
bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri 
lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi 
tanggung jawab Badan Pusat Statistik. 
3. Statistik Sektoral: statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang 
bersangkutan. 
4. Statistik Khusus: adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan 
kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya 
dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat 
lainnya. 
5. Sensus: cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit 
populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik 
populasi pada saat tertentu. 
6. Survei: cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk 
memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 
7. Kompilasi Produk Administrasi: cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan 
analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah 
dan atau masyarakat. 
8. Pendataan (dalam konteks statistik sektoral): kegiatan pengumpulan data yang 
dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi.  Pengertian pendataan sama 
dengan sensus.  Peraturan perundang-undangan tidak menyatakan sensus sebagai 
bagian dari kegiatan statistik sektoral, sehingga istilah pendataan digunakan untuk 
membedakan sensus dalam staistik dasar dengan statistik sektoral.  
9. Sinopsis: ringkasan survei yang memuat: judul, wilayah kegiatan statistik, objek 
populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, metode statistik, nama dan 
alamat penyelenggara, dan abstrak. 
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BAB II  PENGEMBANGAN RUJUKAN STATISTIK 
 
Dalam sistem statistik nasional terdapat tiga komponen pendukung sistem. 
Komponen pertama adalah pengelola rujukan statistik, komponen kedua adalah 
penyelenggara kegiatan statistik, dan komponen ketiga adalah kelompok pengguna.  
Ketiga kelompok tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 
lain.   Hubungan antar tiga komponen tersebut sebagaimana pada gambar 1. 
Gambar 1. Diagram SiRusa 
 
2.1 Pengelola Rujukan Statistik 
Pengelola rujukan statistik adalah Badan Pusat Statistik, selaku koordinator 
kegiatan statistik.  Hal ini sesuai dengan amanat UU No 16 Tahun 1997 tentang 
Statistik maupun PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.  Unit kerja 
di tingkat Pusat yang diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan tersebut adalah 
Direktorat Diseminasi Statistik (DDS) melalui Subdit Rujukan Statistik. Unit kerja ini 
berada di Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 11710. 
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Pada tingkat provinsi pengelolaan rujukan statistik dilakukan oleh bidang 
integrasi pengolahan dan diseminasi statistik (IPDS).  Sementara itu, pada tingkat 
kabupaten/kota dilaksanakan oleh seksi IPDS.  Hal ini sebagaimana pada gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Pengelola Metadata Kegiatan Statistik 
 
Pengelola Rujukan  Statistik baik ditingkat pusat maupun daerah diharapkan 
mampu melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan statistik yang ada di 
wilayahnya.  Khusus untuk layanan kepada masyarakat, pengelola rujukan statistik 
diharapkan mampu memberikan konsultasi kegiatan statistik hingga rekomendasi 
kegiatan statistik.   
Pengelola Rujukan Statistik di tingkat pusat akan melakukan evaluasi, 
pemantauan, dan penyempurnaan sistem informasi rujukan statistik (SiRusa) agar 
dapat berjalan secara maksimal dan efisien.  Melalui SiRusa dapat diperoleh laporan 
mengenai seluruh kegiatan statistik dasar, statistik sektoral, maupun statistik khusus, 
baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai dilaksanakan. 
  
2.2 Penyelenggara Kegiatan Statistik 
Sebagaimana pembagian kegiatan statistik, penyelenggara kegiatan statistik 
dapat dirinci menjadi tiga, yaitu penyelenggara kegiatan statistik dasar, sektoral, dan 
khusus.   
 
a. Penyelenggara Kegiatan Statistik Dasar 
Penyelenggara kegiatan statistik dasar adalah subject matter atau unit 
penyelenggara kegiatan statistik di Badan Pusat Statistik (BPS) yang berada di BPS 
Pusat maupun di BPS Provinsi, Kabupaten/Kota.  Subject matter dalam hal ini dapat 
setingkat eselon I, II, maupun III.  Subject matter telah dapat melakukan pemasukan 
(entry) langsung laporan hasil kegiatan statistik dasar yang telah diselenggarakannya 
secara online. Selain itu, setiap subject matter  setingkat eselon II telah diberikan 
aplikasi data entry yang dapat digunakan untuk merekam, menyimpan, dan mencetak 
metadata kegiatan statistik. 
 
BPS Direktorat Diseminasi Statistik 
Subdit.  Rujukan Statistik 
BPS Provinsi Bidang IPDS 
Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik 
BPS Kabupaten/Kota Seksi IPDS 
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b. Penyelenggara Kegiatan Statistik Sektoral 
Penyelenggara statistik sektoral instansi pemerintah atau unit kegiatan yang 
melakukan kegiatan statistik sektoral, baik yang berada di Departemen-Departemen, 
Lembaga Negara, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kantor pemerintahan 
lainnya selain Badan Pusat Statistik (BPS).  Instansi pemerintah tersebut perlu 
melaporkan hasil kegiatan statistik sektoral yang telah dilakukan, baik yang telah 
selesai maupun yang sedang berjalan dengan mengirim dokumen laporan baik 
hardcopy ataupun softcopy atau melakukan entry langsung secara online. Pengiriman 
dokumen dapat ditujukan ke BPS, BPS provinsi, maupun BPS kabupaten/kota. 
Dalam SiRusa, instansi pemerintah dapat memperoleh informasi tentang 
metadata hasil kegiatan statistik yang dilakukan oleh unit kerjanya maupun oleh unit 
kerja yang lain,  metadata hasil kegiatan statistik lain, serta informasi mengenai 
rekomendasi untuk dapat melakukan suatu kegiatan statistik.  
 
c. Penyelenggara Kegiatan Statistik Khusus 
Penyelenggara Kegiatan Statistik Khusus adalah lembaga swasta dalam sistem 
statistik nasional atau unit kegiatan yang melakukan suatu kegiatan statistik khusus, 
baik berupa badan atau lembaga penelitian milik swasta, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), organisasi maupun kegiatan perorangan lainnya.   
Dalam SiRusa, lembaga swasta dapat melaporkan sinopsis kegiatan statistik 
khusus yang telah dilakukannya, dengan mengirim dokumen laporan langsung ke 
Badan Pusat Statistik (BPS) baik ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota 
atau melakukan entry secara online dalam web SiRusa.  Dalam SiRusa, lembaga 
swasta juga dapat memperoleh informasi tentang metadata kegiatan statistik khusus 
yang dilakukan oleh unit kerjanya maupun oleh unit lain,  maupun metadata kegiatan 
statistik lainnya. 
 
2.3 Pengguna 
Kelompok ketiga dalam SiRusa adalah kelompok pengguna data statistik.  Pada 
kelompok ini dapat terdiri dari pengguna internet maupun masyarakat umum. 
 
a. Pengguna Internet  
Pengguna internet dalam batasan ini adalah masyarakat umum di perusahaan, 
lembaga pendidikan, organisasi, maupun perorangan yang berkepentingan dengan 
suatu kegiatan statistik tertentu yang telah dikumpulkan baik oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) dengan menggunakan fasilitas Internet.  Para pengguna dapat 
melakukan pencarian informasi mengenai berbagai kegiatan statistik baik statistik 
dasar, sektoral maupun khusus yang telah dilakukan dan dikumpulkan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS), maupun Badan/Lembaga/Organisasi lain, dalam Web-site Sistem 
Informasi Rujukan Statistik (SiRusa) melalui internet. 
Pengguna internet juga dapat memperoleh seluruh informasi tentang kegiatan 
statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)/Badan/Instansi/Organisasi 
lain,  serta dapat memberi saran dan masukan melalui e-mail.  Alamat e-mailnya 
adalah sirusa@ bps.go.id 
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b. Masyarakat Umum 
Masyarakat umum dalam kaitan dengan SiRusa adalah perusahaan, organisasi, 
maupun perorangan yang berkepentingan dengan suatu kegiatan statistik tertentu 
yang telah dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau instansi/badan/lembaga 
lain, dengan datang langsung ke BPS melalui Layanan Statistik Terpadu (LST) atau ke 
Subdit Rujukan Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik BPS. 
Selain itu, masyarakat umum dapat melakukan pencarian informasi mengenai 
kegiatan statistik baik statisik dasar, sektoral maupun khusus yang telah dilakukan 
dan dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maupun 
Badan/Lembaga/Organisasi lain di Direktorat Diseminasi Statistik BPS, Bidang IPDS di 
BPS Provinsi, dan/atau Seksi IPDS di BPS Kabupaten/Kota.  Dengan demikian, seluruh 
informasi tentang metadata kegiatan statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS)/ badan/instansi/organisasi lain dapat diperoleh.  Selain itu, masyarakat 
umum dapat memberi saran/masukan terhadap sistem yang ada. 
 
2.4 Diseminasi 
Diseminasi metadata kegiatan statistik dilakukan dengan menggunakan 
berbagai sarana dan cara yaitu melalui publikasi (hardcopy maupun softcopy), online, 
e-mail, maupun aplikasi offline. SiRusa dengan memanfaatkan teknologi berbasis web 
sudah tersedia dan tetap perlu dikembangkan untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang memiliki akses ke internet. Penerapan teknologi ini juga merupakan 
salah satu cara untuk ikut melaksanakan Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan E-government yang sudah dicanangkan melalui Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003.  
Dalam rangka kegiatan diseminasi statistik, strategi lain berupa aplikasi yang 
dapat disimpan di perpustakaan kantor BPS dimanapun dan dapat diakses bebas oleh 
pengguna statistik maupun diunduh langsung melalui website http://sirusa.bps.go.id.  
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BAB III  STATISTIK DASAR 
 
Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, Statistik Dasar merupakan 
statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik 
pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala 
nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung 
jawab BPS.  Dalam kegiatan statistik dasar, terdapat tiga kegiatan utama yaitu sensus, 
survei, dan kompilasi produk administrasi. 
Dasar penyelenggaraan kegiatan statistik dasar adalah Keputusan Kepala 
Badan Pusat Statistik No. 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar. 
 
3.1 Cakupan  
Statistik dasar mencakup statistik bidang ekonomi, bidang kesejahteraan 
rakyat, dan bidang-bidang lainnya yang jenis dan ragamnya telah dan akan 
dikembangkan oleh BPS. Cakupan kegiatan statistik bidang ekonomi antara lain 
statistik pertanian, statistik industri, statistik perdagangan dan jasa, statistik keuangan 
dan harga, serta statistik lintas sektor.  Cakupan statistik bidang kesejahteraan 
rakyat (KESRA) meliputi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, statistik 
sosial, dan statistik lintas sektor.  Cakupan statistik bidang lainnya akan ditetapkan 
sesuai dengan perkembangan pembangunan dan perikehidupan masyarakat. 
 
3.2 Penyelenggaraan Statistik  
Statistik dasar dapat dilakukan secara berkala, terus menerus, dan atau 
sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan 
memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam 
penyelengaraan statistik dasar sejauh mungkin Kepala BPS juga tetap diberitahukan. 
Pengelolaan statistik dasar dapat dilakukan secara sentralisasi, desentralisasi, 
dekonsentrasi atau kombinasi dengan memperhatikan tingkat kecepatan dan kualitas 
data yang dihasilkan. 
 
3.3 Pemanfaatan dan Penyebarluasan  
Hasil statistik dasar diumumkan dalam berita resmi statistik (BRS) atau media 
lainnya yang tersedia dengan maksud agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan 
secara optimal oleh pengguna data baik instansi pemerintah maupun masyarakat luas. 
Hasil statistik dasar terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
BPS menyebarluaskan hasil kegiatan statistik dasar melalui berbagai bentuk 
media seperti media cetak, media elektronik, dan atau media lainnya yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Sementara itu, BPS Provinsi 
dan BPS Kabupaten/Kota menyajikan statistik dasar secara regional untuk memenuhi 
kebutuhan daerah yang bersangkutan. 
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3.4 Koordinasi dan Masukan  
Dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang maksimal, maka 
dalam penyelenggaraan statistik dasar kepala BPS selalu mengadakan koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional.  
Saran dan pertimbangan yang disampaikan melalui Forum Masyarakat Statistik 
akan digunakan sebagai masukan yang berharga dalam penyempurnaan 
penyelenggaraan statistik dasar hal tersebut dapat disampaikan melalui: 
sirusa@mailhost.bps.go.id  
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BAB IV  STATISTIK SEKTORAL 
 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statistik 
Sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi 
pemerintah yang bersangkutan.  Kegiatan statistik sektoral meliputi kegiatan 
pendataan, survei, kompilasi produk administrasi.  Yang dimaksud dengan 
kebutuhan intern adalah hasil kegiatan oleh instansi pemerintah tidak dipublikasikan 
atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar instansi pemerintah yang bersangkutan.  
Dasar penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dibedakan atas instansi pusat 
dan daerah. Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral diinstansi pusat didasarkan 
pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral. Penyelenggaraan kegiatan statistik   
sektoral di daerah didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah 
 
4.1 Cakupan  
Statistik sektoral mencakup semua kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh 
instansi pemerintah, baik departemen maupun lembaga pemerintah non departemen. 
Yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD termasuk juga survei yang 
dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerja sama dengan instansi 
pemerintah. 
Pada prinsipnya, semua instansi pemerintah, baik departemen maupun 
lembaga pemerintah non departemen yang memperoleh dana dari APBN dan atau 
APBD wajib memberitahukan, mengikuti rekomendasi, dan menyerahkan hasil 
penyelenggaraan survei mereka. Proses ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah 
lain yang karena undang-undang tidak masuk Undang-undang No. 16 tahun 1997 
tentang statistik.  
Proses ini juga berlaku bagi survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan 
yang bekerjasama dengan instansi pemerintah. Suatu survei dikategorikan sebagai 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah apabila kegiatan survei tersebut :  
• Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah  
• Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan)  
• Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBN/APBD).  
 
4.2 Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral 
Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu 
pemberitahuan rancangan, pemberian rekomendasi, dan penyerahan hasil.   
• Setiap instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan survei statistik 
sektoral wajib memberitahukan rancangan penyelenggaraan survei statistik 
sektoral kepada BPS untuk dilakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi atas 
rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral tersebut.  
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• Penyelenggara survei statistik sektoral wajib mengikuti mengikuti rekomendasi 
yang diberikan oleh BPS.  
• Data hasil survei statistik sektoral wajib diserahkan kepada BPS dalam rangka 
penyusunan Sistem Statistik Nasional.  
 
4.3 Rekomendasi Statistik Sektoral  
Pemberian rekomendasi dan pengelolaan metadata statistik sektoral dilaksanakan 
sesuai dengan unit kerja yang telah ditetapkan dalam kepka ataupun perka BPS. 
• BPS: Direktorat Diseminasi Statistik  melalui Subdit. Rujukan Statistik  
• BPS Provinsi: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) 
melalui seksi jaringan dan rujukan statistik. 
• BPS Kabupaten/Kota: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 
(IPDS) atau yang ditunjuk. 
Tata cara pemberian rekomendasi diatur dalam pedoman pemberian rekomendasi. 
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BAB V. STATISTIK KHUSUS 
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 
tentang Statistik dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 
tentang penyelenggara statistik, bahwa penyelenggaraan survei statistik khusus wajib 
memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakannya kepada BPS. 
Dalam Pasal 36 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Statistik, bahwa batas waktu dan tata cara pemberitahuan 
sinopsis diatur lebih lanjut oleh kepala BPS. 
Ketentuan tentang tata cara pemberitahuan sinopsis survei statistik khusus 
dimaksudkan agar setiap kegiatan survei yang dipublikasikan dapat direkam melalui 
suatu metadata yang dapat digunakan sebagai rujukan informasi statistik yang 
lengkap dan bermanfaat bagi penyelenggara kegiatan statistik, dan responden. 
Penyelenggaraan kegiatan statistik khusus didasarkan pada Keputusan Kepala 
Badan Pusat Statistik No. 8 tahun 2000 tentang Tata Cara  Pemberitahuan Sinopsis 
Statistik Khusus 
 
5.1 Cakupan  
Cakupan statistik khusus meliputi kegiatan statistik diselenggarakan oleh 
lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, secara mandiri 
atau bersama-sama dengan pihak lain, termasuk dengan BPS. 
Dalam penyelenggaraan statistik khusus, lembaga, organisasi, perorangan, dan 
atau unsur masyarakat lainnya memperoleh data melalui survei, kompilasi produk 
administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  Adapun konsep dan definisi survei, kompilasi produk administrasi, dan cara 
lain sama seperti kegiatan statistik dasar maupun sektoral. 
 
5.2 Survei Statistik Khusus yang wajib diberitahukan  
Penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil 
survei statistik khusus yang diselenggarakannya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) 
dengan kriteria:  
• Hasilnya dipublikasikan.  
• Menggunakan metode statistik.  
• Merupakan data primer.  
Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud, tidak berlaku bagi survei 
yang digunakan untuk intern. 
Survei yang dilakukan secara berkala/periodik hanya diberitahukan sinopsisnya 
pada saat pelaksanaan survei yang pertama kali selesai, sepanjang tidak berubah 
metode, lingkup, dan cakupannya. 
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5.3 Penerimaan Sinopsis  
Dalam penyampaian, penerimaan dan cek/recek, penyelenggaraan kegiatan 
statistik khusus harus memperhatikan hal-hal berikut :  
1. Tanda bukti penerimaan dari staff BPS yang bersangkutan jika penyampaian 
sinopsis secara langsung  
2. Mengusahakan pengiriman pos tercatat jika pengiriman melalui kantor pos  
3. Menyimpan strook tanda telah diterima dengan baik jika mengirim melalui 
faksimile  
4. Menyimpan tanda bukti pengiriman sukses melalui internet.  
Untuk meyakinkan apakah sinopsis telah diterima dengan bail oleh BPS, secara berkala 
atau sewaktu-waktu penyelenggara kegiatan statistik khusus sebaiknya selalu 
mengecek melalui WEB (SiRusa). Jika belum tercantum harus segera melapor ke BPS 
dengan media yang termudah seperti telepon, e-mail dan sebagainya. BPS akan 
memberitahukan kepada penyelenggara kegiatan statistik yang telah mengirimkan 
sinopsisnya sesuai dengan media laporan yang digunakan oleh penyelenggara kegiatan 
statistik.  
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 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 16 TAHUN 1997 
 
 TENTANG 
 
 STATISTIK 
 
 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di 
segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk 
memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita 
bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945; 
       b. bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, 
diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan 
statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik 
Nasional yang andal, efektif, dan efisien; 
       c. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan 
masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional; 
       d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-
undang tentang Statistik yang baru; 
 
Mengingat  : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
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 Dengan persetujuan 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 
 MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK. 
 
 
 BAB I 
 KETENTUAN UMUM 
 
 Pasal 1 
 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur 
dalam penyelenggaraan statistik. 
 
2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) 
suatu populasi. 
 
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang 
secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam 
penyelenggaraan statistik. 
 
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan 
penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang 
mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. 
 
5. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan 
yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri 
lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi 
tanggung jawab Badan. 
 
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang 
bersangkutan. 
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 7. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain 
dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, 
organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. 
 
 8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua 
unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik 
suatu populasi pada saat tertentu. 
 
 9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel 
untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 
 
10. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, 
dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada 
pemerintah dan atau masyarakat. 
 
11. Badan adalah Badan Pusat Statistik. 
 
12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang 
berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek 
lainnya. 
 
13. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk 
memperkirakan karakteristik suatu populasi. 
 
14. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik. 
 
15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, 
perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. 
 
16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan 
statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, 
pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik. 
 
17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, dan atau unsur 
masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik. 
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 BAB II 
 ASAS, ARAH, DAN TUJUAN 
 
 Pasal 2 
 
Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, Undang-undang ini juga 
berasaskan : 
a. keterpaduan; 
b. keakuratan; dan 
c. kemutakhiran. 
 
 Pasal 3 
 
Kegiatan statistik diarahkan untuk : 
a. mendukung pembangunan nasional; 
b. mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; 
c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan 
d. mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
 Pasal 4 
 
Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan 
mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan 
efisien guna mendukung pembangunan nasional. 
 
 
 BAB III 
 JENIS STATISTIK DAN CARA 
 PENGUMPULAN DATA 
 
 Bagian Pertama 
 Jenis Statistik 
 
 Pasal 5 
 
Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas : 
a. statistik dasar; 
b. statistik sektoral; dan 
c. statistik khusus. 
 
 Pasal 6 
 
(1) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan 
memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau 
lembaga yang dilindungi undang-undang. 
 
 
 Bagian Kedua 
 Cara Pengumpulan Data 
 
 Pasal 7 
 
Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : 
a. sensus; 
b. survei; 
c. kompilasi produk administrasi; dan 
d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
 Pasal 8 
 
(1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-
kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi : 
 a. sensus penduduk; 
 b. sensus pertanian; dan 
 c. sensus ekonomi. 
 
(2) Penetapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 Pasal 9 
 
(1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan secara 
berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data yang rinci. 
 
(2) Survei antarsensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk 
menjembatani 2 (dua) sensus tersebut. 
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 Pasal 10 
 
(1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. 
 
(2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka 
pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
(3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan 
memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, 
perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak 
seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang. 
 
 
 BAB IV 
 PENYELENGGARAAN STATISTIK 
 
 Bagian Pertama 
 Statistik Dasar 
 
 Pasal 11 
 
(1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan. 
 
(2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Badan memperoleh data dengan cara : 
 a. sensus; 
 b. survei; 
 c. kompilasi produk administrasi; dan 
 d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
 
 Bagian Kedua 
 Statistik Sektoral 
 
 Pasal 12 
 
(1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas 
dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan. 
 
(2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data 
dengan cara : 
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 a. survei; 
 b. kompilasi produk administrasi; dan 
 c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
(3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik 
tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan 
populasi berskala nasional. 
 
(4) Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib 
diserahkan kepada Badan. 
 
 
 Bagian Ketiga 
 Statistik Khusus 
 
 Pasal 13 
 
(1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, 
perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama 
dengan Badan. 
 
(2) Dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
masyarakat memperoleh data dengan cara : 
 a. survei; 
 b. kompilasi produk administrasi; dan 
 c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
 Pasal 14 
 
(1) Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib memberitahukan sinopsis kegiatan statistik 
yang telah selesai diselenggarakannya kepada Badan. 
 
(2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat : 
 a. judul; 
 b. wilayah kegiatan statistik; 
 c. objek populasi; 
 d. jumlah responden; 
 e. waktu pelaksanaan; 
 f. metode statistik; 
 g. nama dan alamat penyelenggara; dan 
 h. abstrak. 
 
(3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan 
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komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi 
penyelenggara kegiatan statistik. 
 
(4) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak 
berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern. 
 
 
 BAB V 
 PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN 
 
 Pasal 15 
 
(1) Badan berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya. 
 
(2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam Berita Resmi Statistik. 
 
 Pasal 16 
 
Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya. 
 
 
 BAB VI 
 KOORDINASI DAN KERJA SAMA 
 
 Pasal 17 
 
(1) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan 
instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah. 
 
(2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan 
bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun 
pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. 
 
(3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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(4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama 
penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 
 
 Pasal 18 
 
(1) Kerja sama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi 
pemerintah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, 
atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
(2) Kerja sama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi 
pemerintah, atau masyarakat Indonesia. 
 
 
 BAB VII 
 HAK DAN KEWAJIBAN 
 
 Bagian Pertama 
 Penyelenggara Kegiatan Statistik 
 
 Pasal 19 
 
Penyelenggara kegiatan statistik berhak memperoleh keterangan dari responden 
mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek. 
 
 Pasal 20 
 
Penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada 
masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 Pasal 21 
 
Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang 
diperoleh dari responden. 
 
 
 Bagian Kedua 
 Petugas Statistik 
 
 Pasal 22 
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Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan 
untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. 
 Pasal 23 
 
Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan statistik sebagaimana 
adanya. 
 
 Pasal 24 
 
Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik. 
 
 Pasal 25 
 
Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal, 
serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat setempat, tata krama, dan 
ketertiban umum. 
 
 
 Bagian Ketiga 
 Responden 
 
 Pasal 26 
 
(1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam 
penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan. 
 
(2) Setiap responden berhak menolak petugas statistik yang tidak dapat memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 
 
 Pasal 27 
 
Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan. 
 
 
 BAB VIII 
 KELEMBAGAAN 
 
 Pasal 28 
 
(1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden. 
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(2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi vertikal. 
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(3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Presiden. 
 
 Pasal 29 
 
(1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan 
saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan. 
 
(2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat nonstruktural dan 
independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan 
tokoh masyarakat. 
 
 Pasal 30 
 
(1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk 
melaksanakan statistik sektoral. 
 
(2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan 
organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang 
bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
(3) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, satuan organisasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus mengadakan koordinasi dengan Badan untuk 
menerapkan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang 
telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional. 
 
 
 BAB IX 
 PEMBINAAN 
 
 Pasal 31 
 
Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan 
pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih 
meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan 
Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional. 
 
 Pasal 32 
 
Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan melakukan 
upaya-upaya sebagai berikut : 
a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; 
b. mengembangkan statistik sebagai ilmu;  
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c. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung 
penyelenggaraan statistik; 
d. mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan 
pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka 
semangat kerja sama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; 
e. mengembangkan sistem informasi statistik; 
f. meningkatkan penyebarluasan informasi statistik; 
g. meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk 
mendukung pembangunan nasional; dan 
h. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. 
 
 Pasal 33 
 
Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
 BAB X 
 KETENTUAN PIDANA 
 
 Pasal 34 
 
Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 
 Pasal 35 
 
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 
 
 Pasal 36 
 
(1) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah 
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 
 
(2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 
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 Pasal 37 
 
Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan dan denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
 
 Pasal 38 
 
Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 
 
 Pasal 39 
 
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, 
menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang 
dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 
 Pasal 40 
 
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, 
Pasal 38, dan Pasal 39 adalah kejahatan. 
 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) 
adalah pelanggaran. 
 
 
 BAB XI 
 KETENTUAN PERALIHAN 
 
 Pasal 41 
 
Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus 
dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan 
Undang-undang ini. 
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 BAB XII 
 KETENTUAN PENUTUP 
 
 Pasal 42 
 
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 
1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
 Pasal 43 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Mei 1997 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
 REPUBLIK INDONESIA 
 
ttd. 
 
 MOERDIONO  
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Mei 1997 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
ttd. 
 
 SOEHARTO 
 
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 
Kepala Biro Hukum 
dan Perundang-undangan 
 
 
ttd. 
 
Lambock V. Nahattands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PENJELASAN 
 ATAS  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 16 TAHUN 1997 
 
 TENTANG 
 
 STATISTIK 
 
UMUM 
 
    Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat 
menampung berbagai perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan 
pembangunan nasional. Kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, saat kedua Undang-undang tersebut diundangkan sangat 
jauh berbeda dengan keadaan sekarang. 
 
    Selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah terjadi perubahan mendasar yang 
mempengaruhi penyelenggaraan statistik. Pertama, meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat sebagai hasil dari pembangunan nasional menyebabkan data statistik yang 
dibutuhkan masyarakat semakin beragam. Kedua, ragam data yang pada awal tahun 
enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), sekarang 
memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan statistik lainnya di luar Badan. Ketiga, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap perkembangan 
kegiatan statistik. Keempat, adanya perubahan lingkungan strategis, seperti era 
globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, 
pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan informasi statistik baik 
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bagi pemerintah maupun masyarakat. Keempat perubahan tersebut mengakibatkan 
penyelenggaraan statistik memerlukan pengaturan yang lebih memadai untuk dapat 
menjamin terhindarnya duplikasi, kemudahan akses oleh pengguna data, kepastian 
hukum bagi penyelenggara kegiatan statistik, dan perlindungan kepada responden. 
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    Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam 
penyelenggaraan statistik adalah asas-asas pembangunan nasional yang meliputi asas 
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas 
Demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejuangan, 
serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, Undang-undang 
ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran agar dapat 
menyediakan data statistik yang andal dan terpercaya. 
 
    Pengertian statistik dalam Undang-undang ini adalah luas, baik statistik 
sebagai data atau informasi yang berupa angka, sebagai sistem yang memadukan 
penyelenggaraan statistik, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, 
pengolahan, penyajian, dan analisis data. Ketiga pengertian tentang statistik tersebut 
menjadi landasan penyelenggaraan statistik dalam mendukung pembangunan nasional. 
 
    Undang-undang ini menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan 
pemanfaatannya serta mengatur lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan 
statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, 
statistik sektoral, dan statistik khusus. Pengaturan lingkup tugas dan fungsi para 
penyelenggara kegiatan statistik bertujuan untuk : pertama, menjamin kepastian hukum 
bagi para penyelenggara kegiatan statistik baik pemerintah maupun masyarakat; 
kedua, menjamin kepentingan masyarakat pengguna statistik atas nilai informasi yang 
diperolehnya; ketiga, mengupayakan koordinasi dan kerja sama agar kegiatan statistik 
yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi 
duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat; dan keempat, mengantisipasi 
perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada 
penyelenggaraan statistik. 
 
    Badan sebagai instansi pemerintah yang mandiri berwenang mengumumkan 
hasil statistik yang diselenggarakannya secara teratur dan transparan melalui Berita 
Resmi Statistik. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab Badan. 
 
    Koordinasi dan kerja sama yang diatur dalam Undang-undang ini menjadi 
sangat penting untuk dapat dikembangkan antara Badan dengan instansi pemerintah, 
lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, serta kerja sama 
dengan lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan statistik. Makin 
beranekaragamnya informasi statistik yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan 
kemajuan kehidupan bangsa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pembakuan 
konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran perlu memperoleh perhatian secara 
saksama. 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
  
4
    Hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan statistik, petugas statistik, 
responden, dan pengguna data statistik diatur secara seimbang. Sejalan dengan hal 
tersebut, sanksi terhadap pelanggaran norma dalam penyelenggaraan statistik 
ditetapkan dengan maksud memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. 
 
    Badan mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi 
vertikal. Satuan organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang melaksanakan 
statistik sektoral harus mengadakan koordinasi dengan Badan dalam rangka 
menerapkan keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah 
dibakukan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan statistik, Badan memperoleh 
saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik yang keanggotaannya terdiri 
atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat. 
 
    Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan 
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung 
pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan 
kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun pengguna data statistik akan 
arti dan kegunaan statistik. Dalam pelaksanaannya, Badan bekerja sama dengan 
instansi pemerintah dan unsur masyarakat. 
 
    Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-undang tentang Statistik 
ini, antara lain : 
 
1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang 
sepenuhnya diselenggarakan oleh Badan, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan Badan, serta statistik 
khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur 
masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan. 
 
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh Badan diumumkan dalam Berita Resmi 
Statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui 
dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 
 
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 
 
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi 
masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Badan. 
 
    Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini perlu 
dimasyarakatkan secara intensif. 
 
    Undang-undang ini hanya mengatur hal-hal yang pokok, oleh karena itu 
ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya. 
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PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
 
   Dengan berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, secara operasional 
Undang-undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran. 
 
   Huruf a. 
       Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" ialah bahwa 
penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah 
dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam 
memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi 
kegiatan. 
 
   Huruf b. 
       Yang dimaksud dengan "asas keakuratan" ialah bahwa semua kegiatan 
statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang 
saksama, cermat, tepat, dan benar.  
 
   Huruf c. 
       Yang dimaksud dengan "asas kemutakhiran" ialah bahwa data statistik 
yang disajikan dan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena 
dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Oleh karena itu, 
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik harus 
senantiasa diupayakan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan 
runtun waktu. 
Pasal 3 
 
   Huruf a. 
       Cukup jelas. 
 
   Huruf b. 
       Cukup jelas. 
 
   Huruf c. 
       Yang dimaksud dengan "kesadaran masyarakat" adalah tumbuh dan 
berkembangnya sadar statistik, sehingga meningkatkan kepedulian 
masyarakat terhadap pentingnya arti dan kegunaan statistik. 
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   Huruf d. 
       Cukup jelas. 
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Pasal 4 
 
   Unsur-unsur yang saling berkaitan dan sangat perlu diperhatikan dalam Sistem 
Statistik Nasional adalah unsur kelembagaan penyelenggara kegiatan statistik, 
cara yang digunakan, kualitas sumber daya manusia yang tersedia, perangkat 
keras dan perangkat lunak termasuk penunjangnya, serta jaminan hukum agar 
sistem itu mampu menyajikan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. 
 
Pasal 5 
 
   Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yang terdiri atas statistik 
dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus tersebut, mencakup statistik bidang 
ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya. Statistik 
bidang ekonomi meliputi antara lain statistik pertanian, statistik industri, statistik 
perdagangan, dan statistik bidang ekonomi lainnya; sedangkan statistik bidang 
kesejahteraan rakyat meliputi antara lain statistik kependudukan dan statistik 
lingkungan hidup. 
 
   Hasil kompilasi produk administrasi dan atau pengolahan statistik dasar, statistik 
sektoral, atau statistik khusus tersebut dapat disajikan baik dalam bentuk statistik 
lintas sektoral maupun statistik regional, seperti angka produk domestik bruto, 
angka produk domestik regional bruto, angka pendapatan nasional, indikator 
ekonomi, indikator sosial serta statistik lintas sektoral dan statistik regional 
lainnya. 
 
   Untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat wilayah dapat disajikan statistik 
regional. 
 
Pasal 6 
 
   Ayat (1) 
      Cukup jelas. 
 
   Ayat (2) 
      Hak yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut meliputi antara lain hak 
cipta. 
 
Pasal 7 
 
   Huruf a. 
       Cukup jelas. 
 
   Huruf b. 
       Cukup jelas. 
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   Huruf c. 
       Cukup jelas. 
 
   Huruf d. 
       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi 
informasi dan teknologi komunikasi, memungkinkan dilakukannya cara 
lain dalam pengumpulan data yang sifatnya khas dan karena itu 
penyelenggara kegiatan statistik harus mengantisipasinya. 
 
Pasal 8 
 
   Ayat (1) 
      Mengingat sensus akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka 
sebelum sensus diselenggarakan, Badan wajib mengumumkannya kepada 
masyarakat. 
 
   Ayat (2) 
      Penetapan tahun penyelenggaraan sensus selain memperhatikan 
kebutuhan juga mengacu kepada berbagai konvensi internasional agar 
mempunyai aspek keterbandingan antarnegara. Berbagai sensus yang 
telah dilaksanakan adalah Sensus Penduduk 1930, 1961, 1971, 1980, dan 
1990; Sensus Pertanian tahun 1963, 1973, 1983, dan 1993; sedangkan 
Sensus Ekonomi tahun 1986 dan 1996. 
 
Pasal 9 
 
   Ayat (1) 
      Cukup jelas. 
 
   Ayat (2) 
      Survei antarsensus dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran data, 
misalnya Survei Penduduk Antarsensus (Supas). 
 
Pasal 10 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
 
   Ayat (1) 
      Mengingat pemanfaatan statistik dasar sangat luas, maka 
penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan. 
 
   Ayat (2) 
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      Huruf a. 
         Cukup jelas. 
 
 
      Huruf b. 
         Cukup jelas. 
 
      Huruf c. 
         Dalam rangka penyelenggaraan statistik dasar dengan cara 
kompilasi produk administrasi, Badan dapat memperoleh produk 
administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan atau unsur 
masyarakat dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau 
lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
      Huruf d. 
         Cukup jelas. 
 
Pasal 12 
 
   Ayat (1) 
      Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah instansi pemerintah di 
luar Badan. 
 
   Ayat (2) 
      Cukup jelas. 
 
   Ayat (3) 
      Cukup jelas. 
 
   Ayat (4) 
      Cukup jelas. 
 
Pasal 13 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 14 
 
   Ayat (1) 
      Penyampaian sinopsis dimaksudkan untuk mewujudkan Badan sebagai 
pusat rujukan informasi statistik. 
 
   Ayat (2) 
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      Huruf a. 
          Cukup jelas. 
 
      Huruf b. 
          Cukup jelas. 
 
      Huruf c. 
          Cukup jelas. 
 
      Huruf d. 
          Cukup jelas. 
 
      Huruf e. 
          Cukup jelas. 
 
      Huruf f. 
          Cukup jelas. 
 
      Huruf g. 
          Cukup jelas. 
 
      Huruf h. 
          Yang dimaksud dengan "abstrak" adalah ikhtisar singkat 
penyelenggaraan statistik secara kualitatif. 
 
   Ayat (3) 
      Untuk menyampaikan sinopsis kegiatan statistik dimaksud, penyelenggara 
tidak harus datang sendiri, tetapi penyelenggara dapat memilih cara yang 
mudah atau yang tidak memberatkan baginya. 
 
   Ayat (4) 
      Yang dimaksud dengan "kebutuhan intern" adalah kebutuhan akan statistik 
yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan sendiri serta tidak untuk 
dipublikasikan. 
 
Pasal 15 
 
   Ayat (1) 
      Cukup jelas. 
 
   Ayat (2) 
      Berita Resmi Statistik sepenuhnya dikelola oleh Badan untuk menjamin 
kelancaran penerbitan, keotentikan, dan kesinambungannya.  
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Pasal 16 
 
   Penyebarluasan hasil statistik wajib dilakukan oleh Badan melalui berbagai media 
seperti media cetak, media elektronik, dan media informasi lainnya.  
 
 
 
Pasal 17 
 
   Ayat (1) 
      Cukup jelas. 
 
   Ayat (2) 
      Cukup jelas. 
 
   Ayat (3) 
      Cukup jelas. 
 
   Ayat (4) 
      Dalam Keputusan Presiden diatur juga hal-hal pokok sebagai berikut : 
 
      a. kewajiban instansi pemerintah untuk memberitahukan kepada Badan 
sebelum penyelenggaraan statistik; 
 
      b. kewajiban instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik untuk 
mengikuti rekomendasi Badan; dan 
 
      c. kewajiban instansi pemerintah untuk menyerahkan hasil 
penyelenggaraan statistik kepada Badan. 
 
Pasal 18 
 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 19 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
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   Keterangan individu yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya, 
karena semua penyelenggara kegiatan statistik hanya menyajikan hasil 
penyelenggaraan statistik yang dilakukan dalam bentuk data statistik yang berupa 
agregat. 
 
 
 
 
Pasal 22 
 
   Yang dimaksud dengan "wilayah kerja" adalah domisili responden dalam bentuk 
wilayah administratif, wilayah pencacahan, atau bagian terkecil termasuk 
halaman atau bangunan fisik yang ada di dalamnya.  
 
Pasal 23 
 
   Yang dimaksud dengan "sebagaimana adanya" ialah bahwa hasil pelaksanaan 
pengumpulan data statistik dari lapangan disampaikan kepada penyelenggara 
kegiatan statistik yang menugasinya, tanpa ada unsur rekayasa. 
 
Pasal 24 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 25 
 
   Surat tugas dan atau tanda pengenal mutlak diperlukan oleh setiap petugas 
statistik, baik dalam rangka menjamin keabsahan petugas statistik yang 
bersangkutan maupun untuk meyakinkan responden. 
 
Pasal 26 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 27 
 
   Yang dimaksud dengan "keterangan yang diperlukan" adalah keterangan yang 
diminta melalui kuesioner yang harus dijawab secara lengkap dan benar. 
 
Pasal 28 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 29 
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   Cukup jelas. 
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Pasal 30 
 
   Ayat (1) 
      Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional dan untuk 
mengembangkannya lebih lanjut, instansi pemerintah dapat membentuk 
satuan organisasi untuk menyelenggarakan statistik sektoral, sedangkan 
lembaga swasta dapat pula mengupayakan terbentuknya satuan organisasi 
dalam penyelenggaraan statistik khusus. 
 
   Ayat (2) 
      Cukup jelas. 
 
   Ayat (3) 
      Cukup jelas. 
 
Pasal 31 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 35 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 36 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 37 
 
   Cukup jelas. 
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Pasal 38 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
 
   Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
 
   Cukup jelas. 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 51 TAHUN 1999 
 
TENTANG 
 
PENYELENGGARAAN STATISTIK 
 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan, dan 
kemutakhiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur mekanisme 
penyelenggaraan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun 
khusus menuju terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, 
efektif, dan efisien; 
  b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada 
khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik 
nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu 
didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya 
pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a dan b, serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-
undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan 
Statistik; 
 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3686); 
 
MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
STATISTIK. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Sensus penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah 
Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik penduduk pada saat tertentu. 
 
2. Sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian di 
wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik pertanian pada saat 
tertentu. 
 
3. Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian di wilayah 
Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik usaha dan atau perusahaan 
pada saat tertentu. 
 
4. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel 
dari sesuatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu obyek pada saat 
tertentu. 
 
5. Survei antar sensus adalah survei yang dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis. 
 
6. BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 
 
7. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Pemerintah Daerah, dan lembaga pemerintah lainnya di luar BPS. 
 
 
BAB II 
STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS 
 
Bagian Pertama 
Statistik Dasar 
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Paragraf 1 
Penyelenggaraan 
 
Pasal 2 
 
(1) Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar. 
 
(2) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
 
(3) Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data melalui sensus, 
survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
Pasal 3 
 
(1) Sensus terdiri dari : 
 a. Sensus Penduduk; 
 b. Sensus Pertanian; 
 c. Sensus Ekonomi. 
 
(2) Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada : 
 a. tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk; 
 b. tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian; 
 c. tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi. 
 
Pasal 4 
 
(1) Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan 
karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk. 
 
(2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup 
karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik 
lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan. 
 
Pasal 5 
 
(1) Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan 
karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan 
pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian. 
 
(2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup 
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karakteristik petani, tanah, tanaman, kegiatan usaha di bidang pertanian, serta 
karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian. 
 
Pasal 6 
 
(1) Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan 
karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di 
bidang ekonomi. 
(2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup 
kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakaian bahan baku, serta 
karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi. 
 
Pasal 7 
 
(1) Dalam penyelenggaraan sensus Kepala BPS menetapkan wilayah pencacahan. 
 
(2) Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan 
bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan. 
 
Pasal 8 
 
(1) BPS wajib mengumumkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat 
sebelum sensus dilaksanakan. 
 
(2) Setiap penyelenggaraan sensus didahului dengan uji coba sensus. 
 
Pasal 9 
 
(1) Selain sensus, BPS juga menyelenggarakan survei dan kompilasi produk 
administrasi untuk penyediaan statistik dasar. 
 
(2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 
 
(3) Survei juga dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis. 
 
(4) Survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah survei antar sensus. 
 
Pasal 10 
 
(1) Wilayah pencacahan survei statistik dasar ditetapkan oleh Kepala BPS. 
 
(2) Pelaksanaan survei statistik dasar di lapangan dilakukan oleh petugas survei yang 
ditetapkan oleh BPS. 
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Pasal 11 
 
Kompilasi produk administrasi statistik dasar dilaksanakan dengan memanfaatkan 
berbagai dokumen produk administrasi. 
 
Pasal 12 
 
(1) BPS berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan 
masyarakat. 
 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap 
memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang 
dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 13 
 
(1) Dalam penyelenggaraan statistik dasar, BPS mendapatkan dukungan 
pelaksanaan operasional dari Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, dan Kepala 
Kelurahan sesuai lingkup tugas dan wewenangnya. 
 
(2) Dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data, serta sarana dan 
prasarana  penunjang untuk kelancaran pelaksanaan sensus, survei, dan 
kompilasi produk administrasi yang dilakukan oleh BPS. 
 
 
Paragraf 2 
Petugas dan Responden 
 
Pasal 14 
 
(1) Pencacahan di lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas 
sensus yang diangkat secara sah oleh Kepala BPS. 
 
(2) Petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan 
pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan. 
 
(3) Petugas sensus dapat berasal dari pegawai BPS dan atau direkrut dari pegawai 
instansi pemerintah lainnya atau anggota masyarakat. 
 
(4) Setiap petugas sensus wajib mengikuti pelatihan tata cara pelaksanaan sensus. 
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(5) Ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pelatihan petugas sensus 
diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS. 
 
Pasal 15 
 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki wilayah kerja 
yang telah ditetapkan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. 
 
Pasal 16 
 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib : 
a. memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal petugas sensus; 
b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan 
ketertiban umum; 
c. menyampaikan hasil pelaksanaan sensus sebagaimana adanya. 
 
Pasal 17 
 
Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan 
responden dan yang diperoleh dari obyek kegiatan sensus. 
 
Pasal 18 
 
(1) Petugas sensus yang merupakan tenaga lepas dan bukan pegawai negeri yang 
mendapat kecelakaan dan mengakibatkan cacat atau meninggal dunia dalam 
menjalankan tugasnya, mendapat jaminan asuransi. 
 
(2) Biaya pembayaran premi untuk jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran penyelenggaraan 
sensus. 
 
(3) Besarnya jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 
Kepala BPS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 
 
Pasal 19 
 
(1) Setiap responden sensus wajib : 
 a. menerima petugas sensus; 
 b. memberi izin petugas sensus memasuki halaman atau pelataran, tanah atau 
tempat usaha, serta masuk ke dalam bangunan yang berada di wilayah kerja 
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petugas sensus; 
 c. memberi izin petugas sensus memasang, memeriksa, atau memperbaharui 
tanda nomor bangunan atau stiker sensus baik bangunan tempat tinggal 
maupun bangunan bukan tempat tinggal; 
 d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan petugas sensus 
mengenai diri sendiri, anggota keluarga, orang lain yang berkaitan, dan atau 
kegiatannya secara lengkap dan benar; 
 e. memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah yang 
diperlukan oleh petugas sensus. 
 
(2) Pimpinan lembaga atau orang lain yang ditunjuk dari lembaga yang telah 
ditetapkan sebagai responden berkewajiban memberikan keterangan kepada 
petugas sensus mengenai segala kegiatan lembaga sesuai dengan daftar isian 
sensus dan atau memperlihatkan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah. 
 
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
menghilangkan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang 
dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
(4) Setiap responden berhak menolak petugas sensus yang tidak dapat memenuhi 
ketentuan Pasal 16 huruf a dan b. 
 
Pasal 20 
 
(1) Ketentuan yang berlaku bagi petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku juga bagi petugas survei 
statistik dasar. 
 
(2) Ketentuan tentang kewajiban responden sensus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 berlaku juga bagi responden survei statistik dasar. 
 
 
Paragraf 3 
Pengolahan Hasil 
 
Pasal 21 
 
(1) BPS bertanggung jawab melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan 
kompilasi produk administrasi untuk menyediakan statistik dasar yang lengkap, 
akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan sampai pada lingkup satuan pemerintahan 
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terkecil. 
 
(2) Sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregasi dan bukan 
data individu. 
 
Pasal 22 
 
(1) Perwakilan BPS di Daerah berwenang melakukan pengolahan hasil sensus, 
survei, dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan statistik dasar bagi 
lingkup daerah yang bersangkutan. 
 
(2) Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut oleh Kepala BPS. 
 
 
 
Bagian Kedua 
Statistik Sektoral 
 
Paragraf 1 
Penyelenggaraan 
 
Pasal 23 
 
(1) Instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan 
fungsinya. 
 
(2) Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-
sama dengan BPS. 
 
(3) Statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat 
dilakukan dengan cara sensus, wajib dilakukan bersama-sama dengan BPS. 
 
Pasal 24 
 
(1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data 
melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
(2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 
 
(3) Wilayah survei statistik sektoral meliputi sebagian atau seluruh wilayah Republik 
Indonesia. 
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Pasal 25 
 
(1) Instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi 
untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok 
instansi yang bersangkutan. 
 
(2) Instansi pemerintah juga dapat menyelenggarakan survei dan kompilasi produk 
administrasi untuk kebutuhan intern instansi yang bersangkutan. 
 
Pasal 26 
 
(1) Hasil survei statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) juga 
ditujukan untuk mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan 
pembangunan nasional dan dalam rangka membangun Sistem Statistik Nasional. 
 
(2) Penyelenggara survei statistik sektoral, wajib : 
 a. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS; 
 b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; 
 c. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS. 
 
(3) Rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 
memuat : nama instansi, judul, tujuan survei, jenis data yang akan dikumpulkan, 
wilayah kegiatan statistik, metode statistik yang akan digunakan, obyek populasi 
dan jumlah responden, dan waktu pelaksanaan. 
 
(4) Tata cara pemberitahuan rencana penyelenggaraan survei sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala BPS. 
 
Pasal 27 
 
Kompilasi produk administrasi statistik sektoral dilaksanakan dengan memanfaatkan 
berbagai dokumen produk administrasi. 
 
Pasal 28 
 
(1) Penyelenggara statistik sektoral berhak memperoleh produk administrasi dari 
instansi pemerintah dan atau masyarakat. 
 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap 
memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang 
dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Paragraf 2 
Petugas dan Responden 
 
Pasal 29 
 
(1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik sektoral dilakukan oleh petugas survei 
yang telah ditetapkan instansi penyelenggara. 
 
(2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei statistik sektoral. 
 
Pasal 30 
 
(1) Penyelenggara survei statistik sektoral menetapkan responden atau obyek 
penelitian sebelum survei dilakukan. 
(2) Setiap orang yang telah bersedia menjadi responden tunduk pada ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. 
 
 
Paragraf 3 
Pengolahan Hasil 
 
Pasal 31 
 
(1) Instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik sektoral berwenang 
melakukan pengolahan hasil statistik sektoral yang diselenggarakannya. 
 
(2) Pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dilakukan oleh instansi pemerintah bersama-sama dengan pihak lain. 
 
Pasal 32 
 
Ketentuan tentang penyajian statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan statistik sektoral. 
 
 
Bagian Ketiga 
Statistik Khusus 
 
Paragraf 1 
Penyelenggaraan 
 
Pasal 33 
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(1) Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dapat 
menyelenggarakan statistik khusus. 
 
(2) Penyelenggaraan statistik khusus dilakukan secara mandiri atau bersama-sama 
dengan pihak lain. 
 
Pasal 34 
 
(1) Penyelenggara kegiatan statistik khusus memperoleh data melalui survei, 
kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
 
(2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 
 
(3) Wilayah pencacahan survei statistik khusus meliputi sebagian atau seluruh 
wilayah Republik Indonesia. 
 
Pasal 35 
 
(1) Survei statistik khusus, meliputi : 
 a. survei yang hasilnya untuk dipublikasikan; 
 b. survei untuk kebutuhan intern. 
 
(2) Hasil survei statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a turut 
mendukung pengembangan Sistem Statistik Nasional. 
 
Pasal 36 
 
(1) Penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei 
yang diselenggarakannya kepada BPS. 
 
(2) Sinopsis hasil survei yang wajib diberitahukan, meliputi survei yang memenuhi 
kriteria : 
 a. hasilnya dipublikasikan; 
 b. menggunakan metode statistik; 
 c. merupakan data primer. 
 
(3) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
berlaku bagi survei yang digunakan untuk keperluan intern.  
 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
  
12
(4) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat judul, wilayah kegiatan 
survei, objek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, metode statistik, 
nama dan alamat penyelenggara, dan abstraksi. 
 
(5) Batas waktu dan tata cara penyampaian sinopsis sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS. 
 
Pasal 37 
 
(1) Kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang mempunyai 
hak untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik. 
 
(2) Pemberitahuan sinopsis dapat dikuasakan kepada penyelenggara kegiatan 
statistik di dalam negeri apabila pihak yang memiliki hak berada di luar negeri. 
 
(3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan 
komunikasi, dan atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi 
penyelenggara kegiatan statistik. 
 
Pasal 38 
 
(1) Kompilasi produk administrasi statistik khusus dilaksanakan dengan 
memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. 
 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap 
memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang 
dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 
Paragraf 2 
Petugas dan Responden 
 
Pasal 39 
 
(1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik khusus dilakukan oleh petugas survei 
yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. 
 
(2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei statistik khusus. 
 
Pasal 40 
 
Penyelenggara survei statistik khusus menetapkan responden atau obyek penelitian 
sebelum survei dilakukan. 
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Paragraf 3 
Pengolahan Hasil 
 
Pasal 41 
 
(1) Penyelenggara statistik khusus berwenang melakukan pengolahan hasil survei 
dan kompilasi produk administrasi yang diselenggarakannya. 
 
(2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara 
mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain. 
 
BAB III 
PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN,  
DAN PEMASYARAKATAN HASIL STATISTIK 
 
Pasal 42 
 
(1) Pengumuman dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik dilaksanakan oleh 
penyelenggara. 
 
(2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan secara bekerja sama, 
maka yang berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil kegiatan 
adalah sesuai kesepakatan masing-masing pihak. 
 
Pasal 43 
 
(1)  BPS berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil statistik dasar yang 
diselenggarakannya kepada masyarakat, instansi pemerintah Pusat dan atau 
Daerah. 
 
(2) Hasil statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hasil sensus, 
hasil survei, dan hasil kompilasi produk administrasi. 
 
Pasal 44 
 
(1) Pengumuman hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS dimuat dalam Berita 
Resmi Statistik atau media lainnya. 
 
(2) Berita Resmi Statistik merupakan salah satu media penyebarluasan hasil statistik. 
 
(3) Pelaksanaan teknis pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala BPS. 
 
Pasal 45 
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(1) Hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS, pemanfaatannya terbuka 
untuk umum. 
 
(2) BPS memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh 
hasil statistik yang diselenggarakannya. 
 
(3) Masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil statistik yang diselenggarakan 
oleh BPS. 
 
Pasal 46 
 
(1) Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya untuk 
dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum. 
 
(2) Penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus memberikan kesempatan 
yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik. 
 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 
dengan tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual seseorang atau lembaga 
yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 47 
 
(1) Pemasyarakatan statistik dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran kepada 
responden, penyelenggara, dan pengguna statistik akan arti dan pentingnya 
statistik. 
 
(2) Pemasyarakatan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
BPS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. 
 
(3) Pemasyarakatan statistik dilakukan dengan menyebarluaskan hasil kegiatan 
statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna statistik. 
 
(4) Pemasyarakatan statistik dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu 
melalui berbagai media informasi, seminar, atau dialog. 
 
 
BAB IV 
KOORDINASI DAN KERJASAMA 
 
Bagian Pertama 
Umum 
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Pasal 48 
 
Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan 
dengan : 
a. pelaksanaan kegiatan statistik; 
b. pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.  
 
Pasal 49 
 
Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi 
pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dan dengan 
tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
 
 
Bagian Kedua 
Pelaksanaan Kegiatan Statistik 
 
Pasal 50 
 
(1) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam 
rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. 
 
(2) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup 
perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik. 
 
Pasal 51 
 
(1) Dalam hal kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sektoral antara pemerintah 
dengan lembaga swasta, instansi pemerintah bertindak sebagai penyelenggara 
utama. 
 
(2) Dalam hal koordinasi dan atau kerjasama dilakukan dengan pihak luar negeri 
maka pihak Indonesia harus bertindak sebagai penyelenggara utama. 
 
Pasal 52 
 
Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara instansi 
pemerintah dan BPS dapat dilakukan dalam hal : 
a. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala 
nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus; 
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b. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dapat dilakukan sendiri oleh instansi 
pemerintah. 
 
Pasal 53 
 
(1) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a 
wajib dilaksanakan bersama-sama oleh BPS dan instansi pemerintah yang 
bersangkutan. 
 
(2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala 
BPS dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan. 
Pasal 54 
 
(1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 huruf b dilakukan bekerja sama dengan BPS, pelaksanaannya diatur 
oleh Kepala BPS bersama-sama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan. 
 
(2) Dalam hal penyelenggaraan statistik sektoral tersebut dilaksanakan sendiri oleh 
instansi pemerintah yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26. 
 
 
Bagian Ketiga 
Pembakuan Konsep, Definisi,  
Klasifikasi, dan Ukuran-ukuran 
 
Pasal 55 
 
BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat bekerja sama melakukan pembakuan 
konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran untuk mewujudkan dan 
mengembangkan Sistem Statistik Nasional. 
 
Pasal 56 
 
(1) Dalam rangka mewujudkan kerjasama pembakuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55, BPS bertindak aktif memprakarsai kerjasama dengan instansi 
pemerintah dan masyarakat. 
 
(2) Dalam melaksanakan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, 
Kepala BPS memperoleh saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat 
Statistik. 
 
Pasal 57 
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(1) Hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, selanjutnya disusun oleh BPS. 
 
(2) Konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang disusun oleh BPS 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan utama penyelenggaraan 
statistik di Indonesia. 
 
BAB V 
PEMBINAAN 
 
Pasal 58 
 
(1) BPS melakukan pembinaan statistik.  
 
(2) Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi 
pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat 
lainnya. 
 
Pasal 59 
 
(1) Pembinaan statistik ditujukan untuk lebih : 
 a. meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik;  
 b. membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional; 
 c. mengembangkan Sistem Statistik Nasional; 
 d. mendukung pembangunan nasional. 
 
(2) Sasaran pembinaan statistik mencakup : 
 a. penyelenggara kegiatan statistik; 
 b. responden; 
 c. pengguna statistik. 
 
Pasal 60 
 
Upaya pembinaan statistik meliputi : 
a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; 
b. pengembangan statistik sebagai ilmu; 
c. peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung 
penyelenggaraan statistik; 
d. perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan 
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pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka 
semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; 
e. pengembangan sistem informasi statistik; 
f. peningkatan penyebarluasan informasi statistik; 
g. peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk 
mendukung pembangunan nasional; 
h. peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.  
 
Pasal 61 
 
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik 
dilaksanakan melalui : 
a. pendidikan formal; 
b. pelatihan; 
c. seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah statistik; 
d. peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan statistik antar instansi 
pemerintah dan atau swasta. 
 
Pasal 62 
 
Pengembangan statistik sebagai ilmu dilaksanakan melalui : 
a. penelitian dan pengembangan; 
b. pengadaan dan penyebaran media ilmiah statistik; 
c. peningkatan dan pengembangan profesi; 
d. peningkatan penerapan ilmu statistik melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan 
atau pertemuan ilmiah lainnya; 
e. pengadaan bahan rujukan tentang ilmu statistik; 
f. peningkatan kerjasama pengembangan statistik sebagai ilmu antar instansi 
pemerintah dan atau swasta. 
Pasal 63 
 
Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung 
penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui : 
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a. penerapan dan pengembangan jaringan informasi statistik; 
b. penerapan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; 
c. penerapan dan pengembangan penginderaan jarak jauh; 
d. peningkatan kerjasama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mendukung kegiatan statistik. 
 
Pasal 64 
 
Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan 
konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka semangat kerjasama 
dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya dilaksanakan melalui : 
a. pengkajian, evaluasi, dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-
ukuran; 
b. pembakuan dan penyebarluasan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran 
yang dibakukan; 
c. peningkatan kerjasama pengembangan dan penerapan konsep, definisi, 
klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dibakukan antar instansi pemerintah dan atau 
swasta. 
 
Pasal 65 
 
Pengembangan sistem informasi statistik dilaksanakan melalui : 
a. peningkatan keterpaduan penyusunan jaringan sistem informasi statistik; 
b. peningkatan komunikasi sistem informasi statistik antar penyelenggara kegiatan 
statistik; 
c. peningkatan hubungan sistem jaringan antar penyelenggara kegiatan statistik;  
d. peningkatan kerjasama pengembangan jaringan sistem informasi statistik. 
 
Pasal 66 
 
Peningkatan penyebarluasan informasi statistik dilaksanakan melalui : 
a. peningkatan mutu dan frekuensi penyebarluasan informasi statistik melalui 
berbagai media cetak dan elektronik; 
b. penganekaragaman bentuk dan cara penyajian data sesuai dengan penggolongan 
pengguna statistik; 
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c. peningkatan kemudahan dalam memperoleh data hasil kegiatan statistik; 
d. peningkatan kerjasama penyebarluasan informasi hasil kegiatan statistik antar 
instansi pemerintah dan atau swasta. 
 
Pasal 67 
 
Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk 
mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesadaran masyarakat akan arti 
dan kegunaan statistik dilaksanakan melalui : 
a. peningkatan penyuluhan tentang pemanfaatan hasil statistik secara berkala; 
b. peningkatan penyebarluasan hasil statistik secara menyeluruh atau bertahap; 
c. peningkatan kerjasama penerangan dan pemasyarakatan kegiatan statistik antar 
instansi pemerintah dan atau swasta. 
 
BAB VI 
PEMBIAYAAN 
 
Pasal 68 
 
(1) Pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar, dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah. 
 
(2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dasar untuk keperluan 
Pemerintah Daerah, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang bersangkutan. 
 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), berlaku juga untuk 
pembiayaan pembinaan statistik. 
 
 
BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 69 
 
Semua ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 
tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 
tentang Sensus Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang 
Sensus Ekonomi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi 
Biro Pusat Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau 
diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal  70 
 
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini maka : 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus 
Penduduk; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian; 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat 
Statistik; 
dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 71 
 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 26 Mei 1999 
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
     ttd 
   BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Mei 1999 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
  REPUBLIK INDONESIA 
   ttd 
 PROF. DR. H. MULADI, S.H. 
 
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 96 
 
Salinan sesuai dengan aslinya   
  SEKRETARIAT KABINET RI    
  Kepala Biro Peraturan    
  Perundang-undangan II 
    Plt. 
    ttd 
   Edy Sudibyo      
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PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 51 TAHUN 1999 
 
TENTANG 
 
PENYELENGGARAAN STATISTIK 
 
UMUM 
 
Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pengertian statistik 
memiliki tiga dimensi yaitu data atau informasi yang berupa angka, sistem yang 
memadukan penyelenggaraan statistik, serta ilmu yang mempelajari cara 
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. 
 
Agar ketiga dimensi tersebut dapat diselenggarakan secara optimal, maka untuk 
pelaksanaannya perlu pengaturan yang sebaik-baiknya. Materi pokok dan penting yang 
perlu dijabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah ini yaitu menyangkut seluruh 
aspek penyelenggaraan statistik. 
 
Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari statistik dasar, statistik 
sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS), statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dan statistik 
khusus diselenggarakan oleh masyarakat. Pengaturan penyelenggaraan statistik 
dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan statistik, menjamin 
kepentingan pengguna statistik, menghindari duplikasi kegiatan statistik yang dilakukan 
oleh berbagai pihak, melakukan koordinasi dan kerjasama serta melaksanakan 
pembinaan statistik. Dalam penyelenggaraan statistik BPS, instansi pemerintah, 
lembaga swasta, dan masyarakat luas diwajibkan mengantisipasi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang berkembang cepat. 
 
BPS sebagai pusat rujukan statistik harus bertindak selaku inisiator dalam koordinasi 
dan kerjasama serta pembinaan statistik. Dalam hubungan ini BPS secara aktif 
memprakarsai penyusunan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran 
yang wajib diterapkan oleh semua penyelenggara kegiatan statistik sehingga hasilnya 
mempunyai tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki tingkat 
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keterbandingan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang satu dengan lainnya. 
 
Sejalan dengan hal tersebut pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban 
penyelenggara kegiatan statistik, petugas statistik, responden, dan pengguna statistik 
perlu memperoleh perhatian yang seksama dan transparan. Semua pihak harus 
menyadari, memahami, dan secara tertib melaksanakannya. 
 
Penyelenggaraan kegiatan statistik dan masyarakat perlu secara terus menerus dibina 
sehingga mereka dapat meningkatkan peranserta dalam mendukung pembangunan 
nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, serta memberdayakan semua 
potensi yang dimiliki. 
 
 
PASAL DEMI PASAL 
 
 
Pasal 1 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 3 
 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
  Yang dimaksud “waktu penyelenggaraan sensus” adalah tahun 
dilaksanakannya pencacahan sensus di lapangan. 
 
Pasal 4 
 
 Ayat (1) 
  “Karakteristik pokok dalam sensus penduduk” adalah keterangan-
keterangan pokok mengenai kependudukan seperti jumlah penduduk, jenis 
kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan 
sejenisnya yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh 
penduduk. 
 
  “Karakteristik rinci dalam sensus penduduk” adalah keterangan-keterangan 
rinci mengenai kependudukan seperti yang menyangkut seluruh aspek 
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keterangan anggota rumah tangga, aspek pendidikan, aspek 
ketenagakerjaan, aspek fertilitas/mortalitas, dan sejenisnya yang diperoleh 
dari hasil pencacahan terhadap rumah tangga terpilih. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
 
 Ayat (1) 
  “Karakteristik pokok dalam sensus pertanian” adalah keterangan-
keterangan pokok dalam sektor pertanian yang diperoleh dari hasil 
pencacahan terhadap seluruh petani dan perusahaan pertanian seperti luas 
lahan yang dikuasai, luas lahan yang diusahakan, sub sektor kegiatan, 
tenaga kerja yang digunakan dan sejenisnya. 
 
“Karakteristik rinci dalam sensus pertanian” adalah keterangan-keterangan 
mengenai sektor pertanian yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh 
dari hasil pencacahan terhadap rumah tangga petani terpilih dan 
pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian terpilih. 
 
  “Pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian” adalah pengumpulan data 
yang dilakukan langsung pada obyek yang bersangkutan, misalnya untuk 
mendapatkan data hasil panen dilakukan dengan penimbangan hasil panen 
langsung dari lahan/sawah, untuk mengetahui umur hewan ternak seperti 
sapi didapat dari menghitung gigi hewan yang bersangkutan, dan 
sebagainya. 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
 
 Ayat (1) 
  “Karakteristik pokok dalam sensus ekonomi” adalah keterangan-keterangan 
pokok kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap 
seluruh kegiatan di bidang ekonomi di luar sektor pertanian seperti 
produksi/omset, jumlah tenaga yang dipekerjakan, dan sejenisnya. 
 
  “Karakteristik rinci dalam sensus ekonomi” adalah keterangan-keterangan 
mengenai kegiatan usaha yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh 
dari hasil pencacahan terhadap perusahaan/unit usaha terpilih. 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
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Pasal 7 
 
 Cukup jelas. 
Pasal 8 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 9 
 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (4) 
  Survei antar sensus dilaksanakan dalam rangka menjembatani 2 (dua) 
sensus sejenis, misalnya Survei Penduduk Antar Sensus, Survei Pertanian 
Antar Sensus, dan Survei Ekonomi Antar Sensus. 
 
Pasal 10 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 12 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 13 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 14 
 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
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 Ayat (2) 
Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang selama menjalankan tugas 
pencacahan kepada responden, maka perlu diberikan batasan yang jelas 
kepada petugas sensus dalam menjalankan tugasnya yaitu : 
  a. Petugas Pencacahan : 
   (1) mendaftar dan memberi tanda nomor pada semua jenis bangunan 
tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal; 
   (2) mendaftar penduduk, rumah tangga, serta mengajukan pertanyaan 
seperti yang tercantum dalam daftar isian sensus; 
   (3) melakukan pengukuran obyek kegiatan statistik; 
   (4) tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan 
pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis. 
 
  b. Petugas Pengawasan : 
   (1) mengkoordinasikan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan 
petugas pencacah; 
   (2) melakukan pengawasan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan 
petugas pencacah; 
   (3) tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan 
pengawasan pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya 
secara tertulis. 
 
  c. Petugas Pemeriksaan : 
   (1) melakukan pemeriksaan hasil pencacahan yang dilakukan petugas 
pencacah; 
   (2) apabila diperlukan mengadakan pengecekan ulang kepada 
responden; 
   (3) melakukan perbaikan hasil pencacahan yang dilakukan petugas 
pencacah; 
   (4) tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan 
pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis. 
 
 Ayat (3) 
  Mengingat dalam pelaksanaan sensus memerlukan petugas lapangan yang 
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banyak dan tidak mungkin terpenuhi bila hanya menggunakan pegawai-
pegawai BPS saja, maka BPS dapat menambah Petugas Sensus yang 
berasal dari instansi pemerintah dan atau masyarakat. Petugas Sensus 
sedapat mungkin ditunjuk dari warga di lingkungan desa atau kelurahan 
setempat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala BPS. 
  Dengan demikian pelaksanaan pencacahan lebih mudah dilakukan, karena 
petugas sensus yang ditunjuk telah mengenal daerah dan penduduk di 
wilayah kerjanya masing-masing. 
  
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 15 
 
Wilayah kerja dapat meliputi sebagian, seluruh, atau gabungan wilayah 
pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
 
Pasal 16 
 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 
 Huruf b 
  Cukup jelas. 
 
 Huruf c 
  Yang dimaksud dengan “sebagaimana adanya” ialah hasil pelaksanaan 
pengumpulan data di lapangan disampaikan kepada pejabat BPS yang 
ditunjuk tanpa ada unsur rekayasa. 
 
Pasal 17 
 
Keterangan-keterangan yang diperoleh dari responden kadang-kadang sangat 
pribadi dan karenanya perlu dilindungi kerahasiaannya. Kewajiban merahasiakan 
keterangan responden ini perlu guna menjamin supaya semua pertanyaan yang 
bersifat sangat pribadi tersebut dapat terjawab secara apa adanya oleh 
responden. 
 
Pasal 18 
 
 Cukup jelas. 
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Pasal 19 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
 
 Ayat (1) 
  Satuan pemerintahan terkecil adalah Desa atau Kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 22 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 23 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 24 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 25 
 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
  Yang dimaksud dengan “kebutuhan intern” adalah kebutuhan akan statistik 
yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan instansi itu sendiri serta tidak 
untuk dipublikasikan, karena itu hasil survei demikian tidak wajib diserahkan 
kepada BPS. 
 
Pasal 26 
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 Cukup jelas. 
 
Pasal 27 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 28 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 29 
 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
  Lihat penjelasan Pasal 16 dan Pasal 17. 
 
Pasal 30 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 31 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 35 
 
 Ayat (1) 
  Huruf a 
    Cukup jelas. 
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  Huruf b 
    Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (2). 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
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Pasal 36 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 37 
 
 Ayat (1) 
Dalam hal penyelenggaraan survei statistik khusus dilakukan dalam 
kerangka kerjasama maka kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan 
kepada pihak yang memegang hak menyebarluaskan hasil kegiatan 
statistik. 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas . 
 
Pasal 38 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
 
 Cukup jelas 
 
Pasal 42 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
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 Cukup jelas. 
 
Pasal 45 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 46 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 47 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 48 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 49 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 50 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 51 
 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
“Penyelenggara utama” adalah instansi yang berhak menyebarluaskan 
hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan. 
“Pihak luar negeri” adalah lembaga internasional, negara asing, atau 
lembaga swasta asing. 
 
Pasal 52 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 53 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 54 
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 Cukup jelas. 
 
Pasal 55 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 56 
 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
Forum Masyarakat Statistik merupakan wadah yang bersifat non struktural 
dan independen yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pakar, 
praktisi, dan tokoh masyarakat yang bertugas menampung aspirasi 
masyarakat statistik, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada 
BPS. 
 
Pasal 57 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 58 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 59 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 60 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 61 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 62 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 63 
 Cukup jelas. 
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Pasal 64 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 65 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 66 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 67 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 68 
 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
Kebutuhan data statistik untuk keperluan Pemerintah Daerah adalah data 
statistik regional yang diperlukan untuk keperluan perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tidak tersedia di 
BPS. 
 
Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 
Pasal 69 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 70 
 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 71 
 
 Cukup jelas. 
 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3854 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4437)  sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang   Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti    Undang-Undang   Nomor   3    Tahun   2005
tentang . . .
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4724).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH,
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan   pemerintahan  negara   Republik    Indonesia
sebagaimana . . .
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kebijakan . . .
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6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat
berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang
ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan
urusan pemerintahan.
BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2
(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan
urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, serta agama.
(3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan/atau  susunan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan
pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan
pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum . . .
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c. pekerjaan umum;
d. perumahan;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. statistik;
w. kearsipan;
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika;
z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan . . .
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dd. perdagangan; dan
ee. perindustrian.
(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap
sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 3
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan
prasarana, serta kepegawaian.
BAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Pasal 4
(1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas,   dan    efisiensi   dengan    memperhatikan
keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan.
(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk
masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan
pemerintahan  diatur  dengan  peraturan  menteri/kepala
lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi
urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
(1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Pemerintah ini.
(3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman
modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Pasal 6
(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten . . .
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kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 7
(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan . . .
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m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri . . .
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f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.
(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan
daerah.
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar
pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan
dilaksanakan secara bertahap.
(2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah
dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah yang bersangkutan.
(3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu
berupa teguran, instruksi,  pemeriksaan,  sampai  dengan
penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang
bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan peraturan presiden.
Pasal 9 . . .
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
i
-  11  -
Pasal 9
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
(2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan
pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah
sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10
(1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
(2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non
departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan sampai dengan
ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pasal 11 . . .
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Pasal 11
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).
Pasal 12
(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana
dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya
1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah ini.
(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan
susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS DAERAH
Pasal 13
(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan
dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah
terkait.
(2) Tata . . .
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(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA
Pasal 14
(1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam
lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan
masing-masing tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau
pemerintahan daerah kabupaten/kota akan
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak
tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini
terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui
Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
Pasal 15
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pelaksanaan urusan sisa.
(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur,
dan kriteria untuk urusan sisa.
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 16
(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku
wakil pemerintah di daerah dalam rangka
dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),
Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka
dekonsentrasi; atau
c. menugaskan . . .
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c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
yang berdasarkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah provinsi dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota
dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
pembantuan.
(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
yang berdasarkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan
pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pasal 17
(1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah
ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan
daerah   berdasarkan   asas    tugas  pembantuan,  secara
bertahap . . .
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bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan
pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila
pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan
untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang dipersyaratkan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi
yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada
pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas
tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan
untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota
yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah
kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk
memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
dipersyaratkan.
(3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat
daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang
diperlukan.
(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan
pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih
berhasilguna serta berdayaguna apabila
penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan
daerah yang bersangkutan.
(5) Ketentuan . . .
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan
urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan presiden.
BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 18
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada
pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan
pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga
mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah
dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) maka untuk sementara penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) apabila pemerintahan daerah telah mampu
menyelenggarakan urusan pemerintahan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum
mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur
dengan peraturan presiden.
 BAB VIII . . .
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
(1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta
rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran
Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi
kewenangan provinsi.
(2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus
daerah yang bersangkutan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan
pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 21 . . .
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Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 22
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian
urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
           ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
         ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
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V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAH DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. Statistik
Umum
1. Kebijakan
2. Pengawasan,
Monitoring dan
Evaluasi
3. Fasilitasi dan
pembinaan
1. Penetapan pedoman sistem
dan prosedur, norma,
konsep, definisi,
standarisasi, dan ukuran–
ukuran.
1. Pelaksanaan pengawasan,
monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan statistik
daerah.
1. Pelaksanaan fasilitasi dan
pembinaan
penyelenggaraan statistik
daerah.
1. Penyelenggaraan kerjasama antar
lembaga untuk mengembangkan
statistik skala provinsi.
1. Pelaksanaan pengawasan,
monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan statistik skala
kabupaten/kota.
1. Pelaksanaan fasilitasi dan
pembinaan penyelenggaraan
statistik skala kabupaten/kota.
1. Penyelenggaraan kerjasama
antar lembaga untuk
mengembangkan statistik
skala kabupaten/kota.
1. ?
1. ?
2. Statistik
Dasar
1. Statistik dasar
meliputi:
a. Sensus
1. Penyelenggaraan statistik
dasar meliputi:
a. Sensus penduduk
(akhiran angka nol).
1. Pemberian dukungan
penyelenggaraan statistik dasar
skala provinsi:
a. ?
1. Pemberian dukungan
penyelenggaraan statistik
dasar skala kabupaten/kota:
a. ?
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SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAH DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
b. Survei Antar
Sensus
b. Sensus pertanian
(akhiran angka tiga).
c. Sensus ekonomi
(akhiran angka enam).
1. Penyelenggaraan survei
antar sensus:
a. Survei penduduk antar
sensus (akhiran angka
lima).
b. Survei pertanian antar
sensus (akhiran angka
delapan).
c. Survei ekonomi antar
sensus (akhiran angka
satu).
b. ?
c. ?
1. Pemberian dukungan
penyelenggaraan survei antar
sensus skala provinsi:
a. ?
b. ?
c. ?
b. ?
c. ?
1.Pemberian dukungan
penyelenggaraan survei antar
sensus skala kabupaten/
kota:
a. ?
b. ?
c. ?
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SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAH DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
c. Survei
Berskala
Nasional
d. Survei Sosial
dan
Ekonomi
2. Statistik Lintas
Sektor Berskala
Nasional
1. Penyelenggaraan survei
berskala nasional:
a. Survei-survei bidang
ekonomi.
b. Survei-survei bidang
kesejahteraan rakyat.
1. Penyelenggaraan survei
sosial  dan ekonomi:
a. Survei-survei sosial dan
ekonomi lain untuk
memperoleh indikator-
indikator sosial dan
ekonomi.
1. Penyelenggaraan statistik
lintas sektor berskala
nasional.
1. Pemberian dukungan survei
berskala nasional di tingkat
provinsi di bidang ekonomi dan
kesejahteraan rakyat:
a. ?
b. ?
1. Pemberian dukungan survei
sosial dan ekonomi:
a. —
1. —
1. Pemberian dukungan survei
berskala nasional di tingkat
kabupaten/kota di bidang
ekonomi dan kesejahteraan
rakyat:
a. ?
b. ?
1. Pemberian dukungan survei
sosial dan ekonomi:
a. —
1. —
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SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAH DAERAHPROVINSI
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3. Statistik
Sektoral
1. Koordinasi
Statistik Antar
Sektoral
1. Koordinasi statistik antar
sektoral.
2. Pelaksanaan fasilitasi dan
pembinaan penyelenggaraan
statistik sektoral, provinsi
dan kabupaten/kota.
1. Penyelenggaraan statistik sektoral
skala provinsi.
2. —
1. Penyelenggaraan statistik
sektoral skala kabupaten/
kota.
2. —
4. Statistik
Khusus
1. Pengembangan
Jejaring
Statistik
Khusus
1. Pengembangan jejaring
statistik khusus.
1. Pengembangan jejaring statistik
khusus skala provinsi.
1. Pengembangan jejaring
statistik khusus skala
kabupaten/kota.
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BADAN PUSAT STATISTIK 
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 
NOMOR  9  TAHUN  2009 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH 
 
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan 
Kepala Badan Pusat Statistik; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3854); 
4. Peraturan ... 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
  - 2 -   
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 
tentang Badan Pusat Statistik; 
  9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di 
Daerah; 
  10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG 
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH 
PEMERINTAH DAERAH. 
BAB I ... 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, 
pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang 
mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan 
statistik. 
2. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu 
(Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas 
pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  
3. Pemerintah Daerah adalah  gubernur, bupati atau walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
5. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur 
dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau 
antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, 
dan/atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang 
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 
6. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non 
Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang 
berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri 
lainnya yang berbadan hukum. 
7. Kegiatan ... 
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7. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya 
penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan 
ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya 
Sistem Statistik Nasional. 
8. BPS adalah Badan Pusat Statistik. 
9. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS di provinsi. 
10. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS di kabupaten/ 
kota. 
11. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik 
(ciri-ciri khusus) suatu populasi. 
12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan 
statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, 
orang, benda maupun objek lainnya. 
13. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan sampel) untuk 
memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 
14. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan/ 
pencatatan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang 
didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi 
pemerintah dan/atau masyarakat. 
15. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas 
unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga 
membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. 
16. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, 
orang, dan/atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan 
sebagai objek kegiatan statistik. 
17. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh 
penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan 
pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, 
maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik. 
 
BAB II... 
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BAB II 
PENYELENGGARA 
Pasal 2 
Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui 
kerja sama daerah. 
Pasal 3 
Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, Pemerintah 
Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk 
administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
BAB III 
PRINSIP-PRINSIP DASAR 
Pasal 4 
Prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan 
statistik sektoral, yaitu: 
a. statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam 
kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan 
praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa 
terkecuali; 
b. statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh 
tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika 
profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah; 
c. statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan 
pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, 
penghitungan, dan penyajian; 
d. statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan 
penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi 
kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi; 
e. statistik ... 
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e.  statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari 
beban atau kejenuhan responden; 
f.  statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi 
individu dan sumbernya; 
g.  penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
h.  penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS dalam 
mencapai sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif; 
i.  penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di 
semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, 
definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu 
pada standar yang diakui secara internasional; dan 
j. penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan 
dalam rangka perbaikan statistik nasional. 
 
BAB IV 
TATA CARA PENYELENGGARAAN 
Pasal 5 
(1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survei 
berkewajiban menyampaikan rancangan penyelenggaraan 
survei, kepada: 
a. Kepala BPS bagi Pemerintah Daerah yang akan 
menyelenggarakan survei dengan wilayah survei yang 
mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi, guna memperoleh 
evaluasi dan rekomendasi; 
b. Kepala BPS Provinsi bagi Pemerintah Daerah yang akan 
menyelenggarakan survei dengan wilayah survei yang 
mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) 
kabupaten/ kota dalam satu provinsi, guna memperoleh 
evaluasi dan rekomendasi; dan 
c. Kepala ? 
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c. Kepala BPS Kabupaten/Kota bagi Pemerintah Daerah yang 
akan menyelenggarakan survei dengan wilayah survei yang 
mencakup 1 (satu) kabupaten/kota, guna memperoleh 
evaluasi dan rekomendasi. 
(2) Penyampaian rancangan penyelenggaraan survei sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui e-mail, faksimili, 
pos, atau diantar. 
Pasal 6 
(1) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan survei, 
Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari 
dan membandingkan rancangannya dengan rujukan statistik 
dan data yang ada di BPS. 
(2) Rancangan penyelenggaraan survei dari Pemerintah Daerah, 
memuat: 
a. nama instansi; 
b. judul; 
c. tujuan survei; 
d. jenis data yang akan dikumpulkan; 
e. wilayah kegiatan survei; 
f. metode survei yang akan digunakan; 
g. objek populasi dan jumlah responden; dan 
h. waktu pelaksanaan. 
Pasal 7 
(1) Untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah 
yang menyampaikan rancangan penyelenggaraan survei, BPS, 
BPS Provinsi, atau BPS Kabupaten/Kota terlebih dahulu 
meneliti dan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan survei 
yang diterima, mencakup: 
a. tujuan survei; 
b. jenis data yang akan dikumpulkan; 
c. wilayah ... 
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c. wilayah kegiatan survei; 
d. metode survei yang akan digunakan; 
e. objek populasi dan jumlah responden; dan 
f. waktu pelaksanaan. 
(2) Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menyampaikan 
rancangan penyelenggaraan survei, disampaikan paling lambat 
30 (tiga puluh) hari setelah rancangan penyelenggaraan survei 
diterima secara lengkap oleh BPS, BPS Provinsi, atau BPS 
Kabupaten/Kota. 
Pasal 8 
(1) Rekomendasi untuk rancangan survei dari Pemerintah Daerah 
yang dapat dilaksanakan, harus menyebutkan identitas 
rekomendasi untuk kemudian dicantumkan pada kuesioner yang 
akan dipergunakan. 
(2) Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dimaksud, 
disampaikan melalui e-mail, faksimili, pos, diantar, atau diambil 
sendiri. 
(3) Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dimaksud, 
ditembuskan kepada instansi yang menangani bidang statistik 
pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
Pasal 9 
Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan survei, berkewajiban 
mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS, BPS Provinsi, 
atau BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1). 
Pasal 10 
Pemerintah Daerah berhak untuk mengetahui dan memanfaatkan 
hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, 
perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap 
memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi 
undang-undang. 
Pasal 11 ? 
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Pasal 11 
Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Daerah 
mengacu pada penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan 
ukuran-ukuran yang digunakan oleh BPS guna memperoleh 
keterbandingan hasil. 
Pasal 12 
(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, 
berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai 
setiap karakteristik yang menjadi objek. 
(2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, 
wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari 
responden.      
Pasal 13 
(1) Pelaksanaan pengumpulan data di lapangan dilaksanakan oleh 
petugas statistik. 
(2) Petugas statistik sebelum melaksanakan kegiatan statistik wajib 
mengikuti pelatihan. 
(3) Petugas statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang 
diperoleh dari responden. 
(4) Petugas statistik berhak memasuki wilayah kerja yang telah 
ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. 
(5) Petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan 
kegiatan statistik sebagaimana adanya.  
BAB V 
HASIL PENYELENGGARAAN 
Pasal 14 
Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang 
dihasilkan harus memenuhi persyaratan: 
a. relevan ? 
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a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data; 
b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang 
diukur; 
c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu 
penyajian; 
d. mudah terjangkau, pengguna data dengan mudah dapat 
mengakses; 
e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan 
dilengkapi dengan metadata; dan 
 f. kionsisten, dalam konteks antarwaktu dan antarwilayah. 
Pasal 15 
(1) Pemerintah Daerah penyelenggara survei, wajib menyerahkan 
hasilnya, kepada: 
a. BPS, untuk hasil survei dengan wilayah survei yang 
mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi; 
b. BPS Provinsi yang bersangkutan, untuk hasil survei dengan 
wilayah survei yang mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih 
dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan 
c. BPS Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk hasil survei 
dengan wilayah survei yang mencakup 1 (satu) kabupaten/ 
kota. 
(2) Hasil penyelenggaraan survei yang diserahkan oleh Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa 
publikasi dalam bentuk media cetak, media komputer, dan/atau 
media lainnya. 
(3) Penyerahan publikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sebelum publikasi disebarluaskan kepada pihak-pihak lain. 
Pasal 16 
Hasil kompilasi produk administrasi milik Pemerintah Daerah, 
terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan. 
BAB VI... 
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BAB VI 
KOORDINASI DAN KERJA SAMA 
Pasal 17 
Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Daerah 
dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan 
Instansi Pemerintah lainnya. 
Pasal 18 
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPS dapat membangun 
pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam 
menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.     
Pasal 19 
Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilaksanakan secara kerja 
sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah 
lainnya dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, 
sebagai kerja sama daerah. 
Pasal 20 
Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dapat juga dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga internasional, negara 
asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Pasal 21 
Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dengan lembaga 
internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing didasarkan 
pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Pemerintah 
Daerah. 
Pasal 22 
Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral 
dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi 
serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
BAB VII... 
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BAB VII 
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 
Pasal 23 
(1) Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan statistik 
sektoral, BPS melakukan pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan statistik sektoral.  
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan 
dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan 
secara berkala. 
(3) Evaluasi pelaksanaan statistik sektoral dilakukan setiap 
berakhirnya tahun anggaran.  
Pasal 24 
(1) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan 
pelaksanaan statistik sektoral di daerahnya setiap tahun 
kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan 
Kepala BPS. 
(2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan 
statistik sektoral di daerahnya setiap tahun kepada Menteri 
Dalam Negeri dengan tembusan Kepala BPS. 
BAB VIII 
PENDANAAN 
Pasal 25 
(1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan 
statistik sektoral di provinsi bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. 
(2) Pendanaan ... 
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(2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 
statistik sektoral di kabupaten dan kota bersumber dari APBD 
Kabupaten/Kota. 
(3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan 
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan statistik 
sektoral di provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
BAB IX 
PEMBINAAN 
Pasal 26 
BPS melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan 
kegiatan statistik sektoral. 
BAB X 
PENUTUP 
Pasal 27 
Apabila ada hal-hal yang belum jelas dan menemui kesulitan dalam 
pelaksanaan Peraturan ini, dapat dikonfirmasikan ke BPS, BPS 
Provinsi, atau BPS Kabupaten/Kota. 
Pasal 28 
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Juni 2009  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, 
 
 
 
         Dr. RUSMAN HERIAWAN 
                 NIP. 340003999 
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